








ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Status Harta Bersama yang Diperoleh Satu Hari Setelah
Perkawinan (Studi Kasus Putusan PTA Surabaya No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang
Membatalkan Putusan PA Jember No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr)”. Penelitian ini
ditujukan untuk menjawab dua masalah yaitu, mengapa PTA Surabaya membatalkan
putusan PA Jember No. 2962/Pdt. G/2009/PA. Jr mengenai status harta bersama
yang diperoleh satu hari setelah perkawinan?. Bagaimana analisis yuridis terhadap
pembatalan putusan PA Jember No. 2962/Pdt. G/2009/PA. Jr oleh PTA Surabaya
No. 232/Pdt. G/2010/PTA. Sby mengenai status harta bersama yang diperoleh satu
hari setelah perkawinan?

Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumenter dan wawancara
kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Kesimpulannya diambil dengan pola
fikir deduktif.

Dalam perkara ini alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember mengenai objek sengketa harta
bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan tersebut dengan
mempertimbangkan, bahwa dirasa mustahil apabila pasangan suami istri yang baru
satu hari menjalani suatu kehidupan rumah tangga sudah mampu mewujudkan
kekayaan sebagaimana dimaksud. Sesuai pertimbangan diatas, dengan dasar
keadilan dan mengesampingkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, maka majelis
hakim memutuskan harta tersebut bukanlah termasuk kategori harta bersama.

Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut adalah, walaupun harta tersebut
diperoleh satu hari setelah perkawinan yang mana menurut pasal 35 ayat 1 UU No. 1
Tahun 1974 objek sengketa harta bersama tersebut sudah termasuk kedalam kategori
harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan namun berdasarkan rasa
keadilan yaitu pasal 5 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 UU NO. 48 Tahun 2009 Tentang
kekuasaan kehakiman maka kepastian hukum harus dikesampingkan.

Berdasarkan kesimpulan . diatas, hendaknya majelis hakim disetiap
Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara agar lebih mengutamakan
keadilan dan lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang serta
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan diharapkan dalam
memutus perkara tidak hanya berpegang kepada kebenaran formil saja tetapi tetap
memandang kepada kebenaran materiil juga.
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BABI

PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.! Dalam
Al Qur’an dinyatakan bahwa hidup berpasang—pasangan, hidup berjodoh-jodohan
adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia.

Firman Allah dalam surat Az-zariyat ayat 49:

-7

(£9) 5985 o804 ciags e g% 3 0
Artinya: ”"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah” (QS. Az-zariyat: 49)

Esensi yang terkandung dalam syari’at perkawinan adalah mentaati
perintah Allah serta sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah
tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu
sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu,

perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi

! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, (Bandung: PT Al Ma’arif, Cet. 1, 1980), 7
2 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1,

2003), 11-12

' DEPAGR], Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 756
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mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu
perikatan yang kokoh (mitsaagan ghaliidzan), perkawinan dituntut untuk
menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran
kebutuhan biologis semata.*

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam
pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:” Ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita secbagai svami istri dengan tujuan
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa’’

Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan:” Perkawinan menurut
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ”, dan “perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah”.°

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki
putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan,

maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya

4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka

Setia, Cet. 1, 2000), 13

5 Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Prenada Media, 2004), 42-43
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¢ Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001),



perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.
Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.”

Setelah ikatan perkawinan putus/perceraian telah terjadi, perpisahan
tidak berakhir begitu saja. Kadang muncul masalah baru setelah perceraian
tersebut terjadi, salah satunya adalah mengenai masalah harta bersama.

Undang-undang perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan
harta benda di dalam perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang mengatur
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.®

Ketentuan tentang harta benda didalam perkawinan diatur dalam pasal
35-37 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007),
190
8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1994), 122
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terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami
istri”,

Sebenarnya, kaidah yang menegaskan terbentuknya harta bersama
terhitung sejak berlangsungnya perkawinan, sudah sejak lama diperpegangi.
Pendapat dan pendirian itu bukan baru muncul sejak berlakunya UU No. 1 Tahun
1974. Lama sebelum itu, sudah diterapkan kaidah yang menegaskan
terbentuknya harta bersama terjadi selama perkawinan berlangsung. Sebagai
contoh adalah putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan jauh sebelum UU No.
1 Tahun 1974 berlaku, yakni putusan tanggal 7 November 1956, No. 51
K/Sip/1956. Dalam putusan ini telah ditegaskan bagaimana cara terbentuknya
harta bersama, berupa segala hal yang diperoleh selama perkawinan akan
berwujud menjadi harta bersama suami istri.

Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang
atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri, ditentukan
oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, dengan sendirinya
harta tersebut menjadi harta bersama. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa”
warisan” atau “hibah” oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta
bersama, tapi jatuh menjadi “harta pribadi” si penerima.'

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal yang mengatur tentang harta

kekayaan dalam perkawinan adalah pasal 85-97.

1 Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. 2, 2001), 273



Mengenai pokok-pokok hukum lembaga harta bersama yang diatur dalam

BAB XIII KHI, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing

a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh
pemiliknya (suami atau istri).

b. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya
dari harta pribadi.

Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan

a. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.

b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.

c. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.

Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau

memindahkan

Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama

Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara

suami dengan masing-masing istri

Apabila perkawinan putus (mati atau cerai)

a. Harta bersama dibagi dua.

b. Masing-masing mendapat setengah bagian.



c. Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah,'!

Namun dalam realitasnya yang ada di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya terjadi penyelesaian sengketa harta bersama antara suami istri setelah
terjadi perceraian. Pada putusan No. 232/Pdt.G/2010/PTA.Sby majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama
Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr terhadap objek sengketa harta bersama yang
berupa sebidang tanah luas kurang lebih 714 m2 (tujuh ratus empat belas meter
persegi) Persil No: 74 D, Blok A 43, terletak di Kabupaten Jember, taksiran
harga jual lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Objek sengketa berupa sebidang tanah tersebut oleh majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diputuskan sebagai harta yang diperoleh
suami sebelum menikah dan dinyatakan bukanlaﬁ termasuk kategori harta
bersama yang diperoleh selama perkawinan. Padahal berdasarkan alat bukti yang
ada, yaitu akta otentik, berupa fotokopi Akta jual beli yang dikeluarkan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 128/532/05/111/2005 tertanggal 15 Maret
2005, fotokopi Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember
Nomor: 1652/AC/2009/PA. Jr tertanggal 25 Mei 2009 dan fotokopi salinan
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1346/Pdt.
G/2009/PA. Jr tertanggal 4 Mei 2009, yang mana kesemua alat bukti tersebut

telah dicocokkan dengan aslinya, didapatkan fakta bahwa harta tersebut

' Cik Hasan Basri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum
Nasional, (Jakarta: PT. Logos Wacana Iimu, Cet. 1, 1999), 62-63



termasuk dalam kategori harta bersama meskipun diperoleh satu hari setelah
perkawinan.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas penulis akan mengkaji
masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan
judul:” STATUS HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH SATU HARI
SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PTA SURABAYA
No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PA

JEMBER No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr)”

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa

masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Harta bersama didalam peraturan perundang-undangan
2. Harta bersama didalam hukum Islam
3. Sejak kapan mulai terbentuknya harta bersama didalam perkawinan
4. Siapa saja yang berhak atas kepemilikan harta bersama didalam perkawinan
5. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa harta bersama dalam perkawinan
6. Dasar Hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam

memutuskan perkara No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr tentang sengketa

pembagian harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan



7. Mengapa Pengadilan tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan
Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr mengenai status harta
bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan

8. Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby mengenai status harta bersama yang diperoleh
satu hari setelah perkawinan

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas masih bersifat global,
sehingga masalah-masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan
Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr mengenai status harta-
bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan

2. Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby mengenai status harta bersama yang diperoleh

satu hari setelah perkawinan.

C. Rumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan setelah permasalahan
tersebut diidentifikasi serta dibatasi, maka ada dua masalah yang menjadi

perhatian Peneliti untuk dikaji, yaitu:
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1. Mengapa PTA  Surabaya -membatalkan putusan PA  Jember
No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr mengenai status harta bersama yang diperoleh
satu hari setelah perkawinan?

2. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pembatalan putusan PA Jember
No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh PTA Surabaya No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby

mengenai status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui orisinalitas karya tulis
ilmiah peneliti. Dengan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah yang dibuat
oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan dapat diketahui bahwa penelitian ini
bukanlah duplikasi atau plagianismus atas karya orang lain.

Karya tulis ilmiah yang membahas tentang pembagian harta bersama
secara umum sudah banyak ditemukan, akan tetapi sepanjang pengetahuan
penulis, belum ada karya tulis ilmiah yang membahas tentang pembatalan
putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama mengenai harta
bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan.

Diantara beberapa karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang pembagian
harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Dalam skripsinya Hijriyah Rahmawati, tahun 2006 dengan judul ” Analisis

Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
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No.890/Pdt.G/2005/PA.Sda (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta
Bersama Yang Tidak Dibagi Seluruhnya)”. Permasalahan yang dibahas
dalam skripsi ini mengenai proses penyelesaian sengketa harta bersama,
dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam
menyelesaikan sengketa harta bersama dan analisis hukum Islam terhadap
putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penyelesaian sengketa
harta bersama yang tidak dibagi seluruhnya.

. Dalam skripsinya Siti Qomariyah, tahun 2006 dengan judul” Penyelesaian
Sengketa Harta Bersama Yang Dihibahkan Kepada Pihak Ketiga. (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.979/Pdt.G/2005/PA.Sby)”
Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada.lah mengenai dasar
pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang
di hibahkan kepada pihak ketiga dan analisis hukum Islam terhadap putusan
hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang di hibahkan kepada
pihak ketiga.

. Dalam skripsinya Uswatun Kasanah, tahun 2008 dengan judul” Tinjauan
Hukum Islam di Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro
No.0040/Pdt.G/2007/PA.Bjn Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama
Yang Terjual Sebelum Perceraian”. Skripsi ini meneliti tentang penyelesaian
sengketa harta bersama yang terjual sebelum perceraian. Pokok masalah yang

dibahas mengenai isi putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus
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perkara tersebut serta tinjauan Undang-Undang No.l tahun 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara tersebut.

. Dalam skripsinya Juwariyah, tahun 2008 dengan judul” Analisis Hukum
Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor Perkara:
197/Pdt.G/2007/PTA.Sby Tentang Harta Bersama’. Skripsi ini meneliti
tentang pembuktian dalam sengketa harta bersama.

. Dalam skripsinya Achmad Ramadhan, tahun 2009 dengan judul “Telaah
Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No.190/Pdt.G/2007/PTA.Sby Atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl Tentang Sengketa Harta Bersama’
Skripsi ini menelaah tentang sengketa pembagian harta bersama yang mana
objek sengketanya telah dijual oleh istri dan ayahnya istri. Dalam hal ini
penulis mencoba menganalisa dasar hukum yang digunakan hakim dalam
memutus perkara tersebut dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

. Dalam skripsinya Choirotul Ula, tahun 2009 dengan judul” Analisis
Kompilasi Hukum Islam Terhadap Bagian Istri Lebih Besar Dalam
Pembagian Harta Bersama. Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan
No.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt”. Skripsi ini menganalisa tentang pembagian

harta bersama. Dimana istri mendapatkan bagian lebih besar dari bagian
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Suami, yaitu 1/3 untuk Suami dan 2/3 untuk istri. Pokok permasalahan yang
dibahas mengenai alasan mengapa istri mendapatkan bagian lebih besar dari
bagian Suami dalam pembagian harta bersama, dasar hukum hakim dalam
memutuskan bagian istri lebih besar dari bagian Suami dalam pembagian
harta bersama dan analisis kompilasi hukﬁm Islam terhadap putusan tersebut.
Dalam skripsinya Herizal Hasibuan, tahun 2010 dengan judul” Analisis
Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang
Sengketa Harta Bersama Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya’. Skripsi
ini menganalisa masalah hukum pembuktian dalam proses penyelesaian
sengketa harta bersama. Dalam hal ini putusan Pengadilan tingkat pertama
dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding disebabkan saksi-saksi yang
diajukan oleh penggugat pada proses pembuktian tidak memenuhi unsur
formil hukum acara perdata dikarenakan saksi merupakan saudara sedarah.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan beberapa penelitian atau karya

tulis ilmiah sebelumnya adalah:

1.

Dalam penelitian ini proses penyelesaian sengketa terjadi di PA Jember No.
2962/Pdt.G/2009/PA.Jr yang  dibatalkan oleh PTA  Surabaya
No0.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby disecbabkan putusan Pengadilan tingkat
pertama tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya.
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E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai

tujuan sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui mengapa PTA Surabaya membatalkan putusan PA Jember
No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr mengenai status harta bersama yang diperoleh
satu hari setelah perkawinan.

Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan putusan
PA  Jember  No0.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh PTA Surabaya
No.232/Pdt.G/2010/PT A.Sby mengenai status harta bersama yang diperoleh

satu hari setelah perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Kegunaan

penelitian ini dapat dibedakan kedalam dua bentuk yaitu:

1.

Dari segi teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan
atau referensi ilmiah bagi hukum perkawinan Islam, khususnya dalam

masalah pembagian harta bersama.

2. Dari segi praktis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
masyarakat dan peneliti selanjutnya khususnya dalam penelitian tentang

harta bersama.

G. Definisi Operasional
Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau
variabel penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji,
atau mengukur variabel penelitian. Adapun yang dimaksud definisi operasional
adalah:

1. Harta Bersama: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan kecuali harta
bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing pihak (suami-istri)
sebagai hibah, hadiah atau warisan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
dan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Dalam hal ini harta bersama
yang dimaksud adalah objek sengketa harta bersama nomor 2.2 yang berupa
sebidang tanah, luas kurang lebih 714 m2 (tujuh ratus empat belas meter
persegi), Persii No. 74 D, blok A 43, terletak di Desa/ Kelurahan
Sumberbulus, Kecamatan Lédokombo, Kabupaten Jember.

2. Perkawinan: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
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3. Pembatalan Putusan: Putusan Pengadilan Agama Jember No.

2962/Pdt.G/2009/PA.Jr yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya No. 232/Pdt.G/2010/PTA.Sby mengenai harta bersama yang
diperoleh satu hari setelah perkawinan.

Pengadilan Agama Jember: Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang
beragama Islam atau orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Yang
mana Pengadilan tersebut berkedudukan di Kabupaten Jember dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten Jember.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: Pengadilan tingkat banding yang
berkedudukan di Ibu kota Provinsi Jawa Timur dan daerah hukumnya

meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitian ini

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis

statistik atau cara kuantifikasi lainnya.'?

1.

Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

121 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Cet. 23, 2007), 6
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a. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jember pada perkara No.
2962/Pdt.G/2009/PA.Jr
b. Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada perkara
No. 232/Pdt.G/2010/PTA.Sby
2. Sumber Data
Di dalam penyusunan skripsi ini sumber data diperoleh dari:
a. Sumber Data Primer
Yaitu data yang berfungsi sebagai sumber pokok atau asli. Data
ini diperoleh dari:
1) Berkas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor perkara:
2962/Pdt.G/2009/PA Jr
2) Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor perkara:
232/Pdt.G/2010/PTA.Sby
b. Sumber Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang
merupakan data kepustakaan, yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:
1) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, oleh: Abdul
Manan.

2) Hukum Perkawinan Islam, oleh: M. Idris Ramulyo.
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3) Hukum Perkawinan Adat, oleh: Hilman Hadikusuma.
4) Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, oleh: Yahya
Harahap.
5) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mabkamah Syar’iyah,
oleh: Mardani.
6) Peradilan & Hukum Acara Islam, oleh: Teungku Muhammad Hasbi
Ash Shiddieqy.
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun alat yang digunakan dalam penggalian data pada penelitian
ini adalah:
a. Studi Dokumenter
Dalam penggalian data, studi dokumenter data yang dikumpulkan
berupa dokumen resmi putusan dan berita acara perkara/persidangan,
buku-buku sekunder, undang-undang yang berkaitan dengan pendapat
hakim pengadilan tinggi Agama Surabaya mengenai perkara gugatan
harta bersama nomor perkara: 232/Pdt.G/2010/PTA.Sby setelah itu data
tersebut di telaah dan dianalisis.
b. Teknik Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi

verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. '

13 Nasution, Metode Research Penelitian Iimiah, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 8, 2006), 113
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Dalam penelitian ini, wawancara di lakukan dengan: Majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara yang
diteliti.
4. Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan dalam melakukan analisa adalah metode
deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai
pembatalan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jember
No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
232/Pdt.G/2010/PTA.Sby sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret,
dengan menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang diawali
dengan memaparkan teori-teori yang l;ersifat umum yang meliputi semua
teori tentang harta bersama baik yang ada di dalam UU No.l Tahun 1974 dan
KHI, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil
riset, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang penetapan putusan status
harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan.
Hasil penelitian dokumen berupa putusan akan dianalisis dengan
metode content analysis (analisis konten) atau dinamakan kajian isi.
Menurut Holsti mengemukakan bahwa confent analysis (analisis

konten) atau kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik
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kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan

secara objektif dan sistematis.*

Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya
sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu gambaran umum terdiri atas: latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan. Sub
pokok bahasan yang pertama adalah: tinjauan umum harta bersama dalam
perkawinan, yang terdiri dari lima sub-sub yaitu: pengertian harta bersama dalam
perkawinan, klasifikasi harta dalam perkawinan, ruang lingkup harta bersama,
ketentuan hukum tentang harta bersama, dan pembagian harta bersama. Sub
pokok bahasan yang kedua adalah: tinjauan umum tentang pembatalan putusan,
yang terdiri dari dua sub-sub yaitu: pengertian pembatalan putusan, dan sebab-
sebab pembatalan putusan. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah: upaya hukum
terhadap putusan Pengadilan Agama, yang terdiri dari dua sub-sub, yaitu: upaya

hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

" Moleong, Metodologi Penelitian, 220
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Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang meliputi, kompetensi
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sub bab kedua memuat deskripsi kasus
tentang sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt.G/2009/PA.Jr sub bab ketiga memuat putusan dan dasar hukum majelis
hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan sengketa harta bersama
dalam perkara No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr Sub bab keempat memuat tentang
putusan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingi Agama Surabaya
dalam  membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt.G/2009/PA.Jr

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian berupa data
yang diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara kemudian dianalisis
dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.
Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang analisis dasar hukum yang
digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun sub bab
dalam bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: analisis terhadap dasar
hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr
mengenai status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan, dan
analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember

No0.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
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232/Pdt.G/2010/PTA.Sby mengenai status harta bersama yang diperoleh satu

hari setelah perkawinan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.



BABII

TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

DAN PEMBATALAN PUTUSAN

A. Tinjauan Umum Harta Bersama Dalam Perkawinan
1. Pengertian harta bersama dalam perkawinan
Keluarga yang timbul karena perkawinan membutuhkan dasar
kebendaan. Suami dan istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga
yang terwujud karena perkawinan, harus hidup bersama-sama dan untuk itu
harus memiliki barang. Dimana kesatuan kerabat sebagai masyarakat berarti
sosial yang penting, maka kekayaan keluarga tertampak tegas terhadap

I3 Kekayaan inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta

kekayaan.
keluarga” ataupun “harta bersama”.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata
“harta” dan “bersama”. Menurut bahasa “harta” adalah barang-barang, uang

dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-

barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang

15 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 9, 1987), 192

23
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bernilai.'® Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan)
bersama-sama.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 dinyatakan
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan
lain."”

KHI mengartikan harta bersama atau harta kekayaan dalam
perkawinan dan dapat juga disebut syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan
perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Pasal 1
huruf £).'®

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah
semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan

perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan

' Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umur

Ejaan yazlrg Disempurnakan, (Surabaya: Amalia, Cet. 1, 2003), 169

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 6,

1995), 155

'8 Abd. Manaf, “Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Harta Bersama Menurut Pasal

9 Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, 31(1997),

94-95
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yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta
pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah."

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat
perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara
harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin

tidak diadakan dengan ketentuan lain.%°

2. Klasifikasi harta dalam perkawinan
a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu
“harta bawaan”

Harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan
harta bawaan istri, yang masing-masing dapat dibedakan antara harta
peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat dan harta
pemberian/hadiah.

1) Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang
yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal
dari peninggalan orang tua.

2) Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang

dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari

' Hadikusuma, Hukum Perkawinan, 156
2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, Cet. 1, 2006), 104
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harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara
perorangan.21

3) Harta hibah/wasiat adalah harta atau barang-barang yang dibawa
oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang berasal dari
hibah/wasiat anggota kerabat.

4) Harta pemberian/hadiah yang dimaksud adalah harta atau barang-
barang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan yang
berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin
juga orang lain karena hubungan baik.

b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perseorangan
sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu “harta penghasilan”

Adakalanya suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan
telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa
barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil
usaha dan tenaga fikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang
perseorangannya.23

c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri bersama-sama selama

perkawinan, yaitu “harta pencaharian”

21 Hadikusuma, Hukum Perkawinan, 157-158
2 rpid, 159
B 1bid, 161
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Dalam usaha suami istri membentuk dan membangun rumah
tangga keluarga yang bahagia dan kekal, mercka berusaha mencari
rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat
terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, yang
disebut “harta pencaharian”.?*

Biasanya yang diebut harta bersama suami istri adalah kekayaan
yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan baik suami maupun istri
bekerja untuk kepentingan keluarga.”’

d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan
sebagai hadiah, yang kita sebut “hadiah perkawinan”

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan
merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian
anggota kerabat maupun bukan. Hadiah perkawinan yang diterima
mempelai pi'ia sebelum upacara perkawinan, dapat dimasukkan dalam
harta bawaan suami, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum
upacara perkawinan masuk dalam bawaan istri. Tetapi semua hadiah
yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan
menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua

suami istri.?$

4 bid, 163 )
3 Iman Sudiyat, Hukum Adat, (Yogyakarta: Liberty, Cet. 2, 1981), 147-148
2 Hadikusuma, Hukum Perkawinan, 165-166
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3. Ruang lingkup harta bersama
Barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama itu ialah:
a. Harta yang dibeli selama perkawinan
Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan
perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa
diantara suami istri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan
terletak dimana.
b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari
harta bersama
Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang
pembeliannya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap
termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut
dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian.
c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan
Dalam hal ini yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa
barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan
oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang
dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan
dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
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Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis
menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Akan tetapi
tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang
berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak menjadi objek harta
bersama. Ketentuan yang terakhir ini berlaku sepanjang suami istri tidak
menentukan secara lain dalam perjanjian perkawinan.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta
bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan
oleh pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf
f KHI. Hal ini berlaku sepanjang antara suami istri tidak berbuat

perjanjian perkawinan.”’

4. Ketentuan hukum tentang harta bersama
a. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah
diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
v
perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang

diperoleh selama istri diikat dalam suatu perikatan perkawinan.

21 Abd. Manaf, “Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Harta Bersama Menurut Pasal
95 Kompilasi Hukum Islam”, 95-97
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Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap
harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menetukan lain. 2

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama antara
suami istri karena perkawinan.

2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh olehnya.

Pasal 87

1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

% Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam, 105
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bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak-
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,
sedekah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan

Agama.29

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri,
maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun
harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat
berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,

benda bergerak, dan surat-surat berharga.

M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 91
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3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan

menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada
hartanya masing-masing.

2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada
harta istri.

Pasal 94

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri
lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang

mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat
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1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua,
ketiga, atau yang keempat.*

Pasal 95

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf ¢ Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri
dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan
atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila
salah satu melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan
sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk
kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan
Pengadilan Agama.

Pasal 97

30 Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 2,

2009), 29-30
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Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari
harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan.’!

¢. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat
dikemukakan tentang harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan
dibawah ini:

1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan
syirkah.

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama
antara suami dan istri karena perkawinan.’’Harta kekayaan istri tetap
menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut,
demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami
dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula wanita yang
bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam
soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat
melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Namun menurut hukum Islam dengan perkawinan menjadilah

sang istri syarikatur rajuli filhayat= kongsi sekutu seorang suami

3! Abdul Gani Abdullah, Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1994), 106

* Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 230-231
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dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri dapat terjadi
syarikah abdan (perkongsian tidak terbatas).

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-
akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama
suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu
apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian
atau talaq, maka harta syirqah tersebut dibagi antara suami istri
menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut
berusaha dalam syirkah.*?

Allah berfirman dalam surat An Nisa’ ayat 32:

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian
dari apa yang mereka usahakan”. (QS. An Nisa’: 32)**

Dalam surat An Nisa’ ayat 34:

<ot (- ° 1~ s 0. 2% < e AT T TP
e Al G ety JB pdlak AN el G s e G288 duh
(re) stz

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mercka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka”. (QS. An Nisa’: 34)*°

33 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1995), 30-31
3 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemabnya,108

3 Ibid,



36

berdasarkan dua ayat tersebut diatas, pendapat pertama ini
mengatakan bahwa tidak ada harta bersama menurut hukum Islam.
Karena istri mendapat perlindungan dari suami baik tentang nafkah
lahir, sandang pangan, nafkah batin dan moral dan materiil maupun
papan rumah tempat tinggal demikian pun biaya kesehatan,
pemeliharaan serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab
penuh suami sebagai kepala keluarga.

Sebagaimana ditentukan dalam surat An Nisa’ ayat 34
tersebut diatas, berarti istri dianggap pasif menerima apa yang datang
dari suami, maka menurut tafsiran ini tidak ada harta bersama antara
suami dan apa yang diterima istri diluar pembiayaan rumah tangga
dan pendidikan anak-anak.*®

2) Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami
dan istri menurut hukum Islam.

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa ada harta bersama
antara suami istri dalam hukum Islam, berdasarkan firman Allah
dalam surat An Nisa’ ayat 21:

(Y\)Lu;bl,.,r.’i.»o.\»f,um L;;‘.i:m a3 5,566

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah

36 Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, 32
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mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An Nisa’:
217

Berdasarkan ayat Al Qur’an tersebut diatas, Sayuti Thalib,
S.H., Ichtianto,SA. S.H, dan Prof. Dr. Hazairin, S.H, berpendapat
bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah
harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya
suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah
tangga beserta anak-anak saja dirumah, sekali mereka itu terikat
dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya
menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur
dalam surat An Nisa’ ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah,
sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan

lainnya sudah dianggap syirkah antara suami istri.®

5. Pembagian harta bersama
Menurut pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus
Karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ditegaskan dalam

penjelasan pasal 37 itu sendiri yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan

37 Departemen Agama R, A/ Qur’an dan Terjemahnya, 105
38 Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, 34
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“hukumnya” masing-masing ialah hukum Agama, hukum adat, dan hukum-
hukum lainnya’.

Penerapan-penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta
bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah mendapat kepastian
positif. Karena baik dalam cerai mati pasal 96 ayat 1 menegaskan: separoh
harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Begitu juga
dalam cerai hidup. Pasal 97 menegaskan: Janda atau duda cerai hidup
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

a. Cerai mati tanpa anak

Dalam hal cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam
perkawinan, penerapannya berdasar hukum adat terdapat beberapa
variasi. Misalnya suami meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang
tinggal hanya janda. Dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat,
harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda.
Paling tidak si janda berhak untuk menguasai dan menikmati selama
hidup atau selama dia belum kawin dengan lelaki lain. Pendapat yang
seperti ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2

November 1960 No. 302 K/Sip/1960.%°

39 Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 279-280
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Terlepas dari putusan diatas, kita lebih setuju penerapan yang
lebih bersifat tuntas. Segera diselesaikan pembagian harta bersama antara
janda dengan ahli waris mendiang suami. Cara yang demikian terasa lebih
adil, dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh penyelesaian
harta peninggalan sesegera mungkin pada saat harta peninggalan terbuka
untuk dibagi.*’

b. Cerai mati dan ada anak

Dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik
istri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta
bersama. Demikian bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus
1959 No. 258/K/Sip/1959. Jadi apabila suami meninggal dunia dengan
meninggalkan janda keturunan (anak), menurut hukum baik anak-anak
atau seorang dari anak maupun janda, dapat menuntut pembagian harta

bersama.*!

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Putusan
1. Pengertian pembatalan putusan
Pembatalan putusan dalam pembahasan ini adalah pembatalan
putusan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat banding terhadap putusan

Pengadilan tingkat pertama. Banding yang disebut juga “Appel “ adalah

9 1bid,, 281
1 mbid, 282
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permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan
Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas
atas putusan atau penetapan tersebut, ke Pengadilan tingkat banding yang
mewilayahi Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui
Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut, dalam tenggang

waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.*?

2. Sebab-sebab pembatalan putusan
Sesungguhnya hukum-hukum Islam mempunyai dasar untuk
membatalkan putusan-putusan hakim dengan menerangkan kekeliruan-
kekeliruan hakim pada sesuatu perkara yang sudah diputuskannya.
Sebab-sebab membatalkan putusan hakim dalam kalangan Hanafiyah
adalah sebagai berikut:
a. Apabila hukum yang telah dijatuhkan itu berlawanan dengan nash atau
ijma’.
b. Apabila wewenang hakim dalam memutuskan perkara itu
diperselisihkan.*
c. Apabila hakim membatalkan sesuatu hak karena sudah kedaluwarsa

berdasar kepada pendapat yang mengatakan bahwa seseorang pemilik

“2 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Cet. 6, 1998), 221-222

# Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997), 73-74
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apabila dia tidak memajukan gugatannya untuk memperoleh haknya
kembali dalam jangka waktu tiga tahun, sedang dia berada di tempat,
maka batallah haknya.

. Apabila hakim memutuskan tidak ada mahar lagi karena sudah
kedaluwarsa dan si istri tidak pernah mengadukan hal itu. Sesudah
beberapa tahun lamanya dia mengajukan tuntutannya. Putusan ini harus
dibatalkan.*

. Apabila hakim memutuskan perkara terhadap seseorang yang tidak ada
ditempat, yaitu menceraikannya dari istrinya karena dipandang tidak
mampu membelanjai istrinya itu, maka putusan hakim itupun harus
dibatalkan.

Apabila hakim mensahkan nikah orang yang mengawini wanita yang
telah dizinai oleh ayahnya atau oleh anaknya atau menikahi ibu atau anak
dari wanita yang telah dizinai. Menurut Abu Yusuf, hukum ini tidak
dapat dipandang sah.

. Apabila hakim mensahkan nikah mut’ah.

. Apabila hakim menceraikan seorang istri dari suaminya lantaran si suami
impoten tanpa memberi tangguh kepada si suami.

Apabila hakim tidak mensahkan ruju’ kepada istri yang di talak raj’i,

sedang si istri masih di dalam iddah karena tidak disukai oleh si istri itu.

4 id, 15
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j.- Apabila hakim tidak mensahkan talak yang dijatuhkan dalam masa
berhaid, atau tidak mensahkan talak yang dijatuhkan lebih dari satu, atau
tidak menganggap tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.

k. Apabila hakim mengharuskan si suami memberikan kepada istri setengah
dari perbelanjaan perkawinan, apabila si istri ditalak sebelum dukhul
tetapi sudah menerima mahar dan belanja persiapan perkawinan.

1. Apabila hakim memutuskan perkara dengan kesaksian seorang saksi dan
sumpah atau memutuskan perkara dalam bidang pidana dan gishash
dengan saksi seorang lelaki dan dua orang wanita.

m. Apabila hakim menceraikan suami istri lantaran susuan dengan
berpegang pada persaksian ibu susu saja.

n. Apabila hakim memutuskan perkara dengan persaksian anak terhadap
ayahnya, karena menurut ijma’ anak tidak sah menjadi saksi ayahnya,

demikian pula sebaliknya.*’

C. Upaya Hukum Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Apabila salah satu pihak yang berperkara di muka Pengadilan Agama

merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama, yang bersangkutan atau

* Ibid.,, 76
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kuasa sahnya dapat menempuh upaya hukum menurut cara-cara yang
diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.*6

Menurut Mukti Arto, upaya hukum ialah suatu usaha bagi setiap pribadi
yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh
keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan

undang-undang.47

1. Upaya hukum biasa
a. Perlawanan (verzer)

Verzet adalah perlawanan dari tergugat terhadap putusan verstek
atau putusan al-qadla ala al-gha’ib, yaitu putusan yang dijat.uhkan diluar
hadirnya tergugat.

Dasar hukum verzet adalah pasal 129 HIR/153 Rbg, yang
memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat yang dihukum verstek
untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Dengan ketentuan, kedua
perkara (verstek dan verzef) tersebut dijadikan satu dan diberi satu
nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis hakim
yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek, dan hakim

yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus

% Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama, (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, Cet. 1, 1989), 45

47 Jaih Mubarok et al, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet.
1, 2004), 92
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memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara
keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No. 9 Tahun
1964.

Karena verzet dilakukan pada PA, maka teknik pengajuannya
sama dengan pengajuan perkara biasa. Hanya saja, pengajuan verzet
tersebut tidak didaftarkan sebagai perkara baru, tetapi menjadi perkara
yang sama, baik dari nomor register dan hakim yang mengadili, dengan
perkara yang di verstek sebelumnya.48

b. Banding

Banding dalam istilah Pengadilan disebut “appel’ (Belanda),
artinya “pembatalan”, yaitu upaya hukum untuk meminta di batalkan
putusan Pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan tingkat banding
karena merasa tidak puas atas putusan Pengadilan tingkat pertama.‘g

Menurut Yahya Harahap, SH., tujuan utama pemeriksaan tingkat
banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan
kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan
penilaian fakta, dan pembuktian.*®

Prosedur banding adalah sebagai berikut:

* Ibid, 94-95

9 Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama, 53-54

50 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, Cet. 5, 2008), 344
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Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan
kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung
mulai hari  berikutnya dari hari pengucapan  putusan,
pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.
Dan 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di
wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara tingkat
pertama.

Membayar biaya perkara banding.

Panitera memberitahukan adanya permohonan banding.

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon
banding dapat mengajukan kontra memori banding.
Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan  diberitahukan
kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua
belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor
Pengadilan Agama.

Befkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama oleh
Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak
diterima perkara banding.

Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke
Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama

untuk disampaikan kepada para pihak.
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8) Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan kepada para

pihak.>!
c. Kasasi
Kasasi yaitu permohonan pembatalan putusan/penetapan

Pengadilan Agama Tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan

tingkat banding.’?

Prosedur permohonan kasasi adalah sebagai berikut:

1) Permohonan kasasi harus disampaikan secaraa tertulis atau lisan
melalui Pengadilan Agama yang memutuskan perkara dalam
tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan
Tinggi Agama diberitahukan kepada pemohon.

2) Membayar biaya perkara kasasi.

3) Panitera Pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan
kasasi terdaftar.

4) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang

waktu 14 hari setelah permohonan didaftar.

5! Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar’iyah, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. 1, 2009), 131
52 Ibid,133
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5) Panitera Pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan
menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi.

6) Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi
kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang
waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

7) Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi
kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang
waktu 30 hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori
kasasi.

8) Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada
Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para

pihak.>

2. Upaya hukum luar biasa
a. Peninjauan kembali
Peninjauan kembali atau request civiel yaitu memeriksa dan
mengadili atau memutus kembali putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru

3 id, 135-136
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yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan

hakim akan menjadi lain.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan hanya dapat dilakukan oleh
Mahkamah Agung.>*

Prosedur peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1) Mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama.

2) Mengajukan peninjauan kembali dalam tenggang waktu 180 hari
sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru,
dan bila alasan pemohon peninjauan kembali berdasarkan bukti baru
(novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3) Membayar biaya perkara peninjauan kembali.

4) Panitera Pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan
menyampaikan salinan memori peninjauan kembali kepada pihak

lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari.

% Sulaikin Lubis et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, Cet. 2, 2006), 179
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5) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori
peninjauan kembali dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal
diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.

6) Panitera Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas peninjauan
kembali ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang
waktu 30 hari.

7) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan
peninjauan kembali kepada Pengadilan Agama.

8) Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan peninjauan
kembali kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang
waktu 30 hari.*’

b. Derden verzet (perlawanan pihak ketiga)

Derden verzet yaitu upaya pihak ketiga membela haknya karena
barangnya disita yang pihak ketiga merasa dirugikan.

Derden verzet diatur pada pasal 195 ayat 6 HIR, dalam pasal itu
dapat dilihat bahwa perlawanan yang termasuk upaya derden verzet
adalah perlawanan terhadap sita eksekutorial, sementara sita jaminan
tidak diatur dalam HIR maupun Rbg. Sungguhpun demikian dalam

praktek peradilan sering dijumpai perlawanan sita jaminan dari pihak

%% Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 139
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ketiga dan pengadilan tidak boleh menolak gugatan atau permohonan
yang diajukan kepadanya.
Prosedur derden verzet adalah sebagai berikut:
1) Pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pelaksanaan sita,
mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi
objek sengketa.

2) Membayar biaya perkara. *°

56 Ibid., 141



BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JEMBER DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
1. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan diperbaharui dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka dengan sendirinya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya didasarkan pada undang-undang tersebut.’’ Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya terletak di Jl. Mayjend Sungkono No. 7 di Ibu Kota
Propinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 37
Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu kota daerah tingkat II
Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Bawean dan Kangean yang

berkedudukan di Kecamatan.

"Buku Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2007 , 11

51
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Pengadilan Agama se Jawa Timur dibagi dalam tiga kelas, yaitu kelas
IA, IB dan kelas II. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah
hukumnya akan dilampirkan pada akhir skripsi ini, begitu juga dengan
struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan dilampirkan

pada bagian akhir skripsi ini.

. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama
bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan

berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.*®
Kewenangan dalam bidang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Izin beristri lebih dari seorang.

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun
dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada
perbedaan pendapat.

c. Dispensasi kawin.

d. Pencegahan perkawinan.

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

58 bid.
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Pembatalan perkawinan.

. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.

. Perceraian karena talak.

Gugatan perceraian.

Penyelesaian harta bersama.

. Mengenai penguasaan anak-anak.

Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

. Pencabutan kekuasaan wali.

. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut.

Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur
18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada
penunjukan wali oleh orang tuanya.

Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan
kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.

Penetapan asal usul seorang anak.
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u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran.

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang
lain.”

w. Wali adhal, yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak
perempuannya dengan pria pilihan anaknya jtu.5

Kewenangan dalam "bidang kewarisan, wasiat dan hibah adalah
sebagai berikut:

a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli
waris, siapa yang berhak mewarisi, siapa yang terhalang menjadi ahli
waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris.

b. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan
tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.

c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.®'

e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak.

*® Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 1,

2005), 9-10

& Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 56
®! Sulaikin Lubis ef al, Hukum Acara Perdata, 110
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Kewenangan dalam bidang wakaf, zakat, infak dan shadaqah adalah
sebagai berikut:

a. Pengelolaan zakat, infak, shadaqah bertentangan dengan asas dan
tujuannya.

b. Organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, dan pendayagunaan
zakat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni UU
No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

Hal-hal yang menjadi kewenangan dalam hal wakaf adalah sebagai
berikut:

a. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf.

b. Sengketa harta benda wakaf

c. Sah atau tidaknya wakaf/sertifikasi harta wakaf.

d. Pengalihan fungsi harta wakaf/perubahan status harta benda wakaf.

e. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam buku III KHI dan
UU No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf.*>

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syari’ah
adalah sebagai berikut:

a. Bank syari’ah.

b. Lembaga keuangan mikro syari’ah.

c. Asuransi syari’ah.

82 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, 56-57
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d. Reasuransi syari’ah.

e. Reksa dana syari’ah.

f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah.
g. Sekuritas syari’ah.

h. Pembiayaan syari’ah.

i. Dana pensiun dan lembaga keuangan syari’ah.

j. Bisnis syari’ah.®®

B. Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Jember
No. 2962/Pdt. G/2009/PA. J*

1. Subjek dalam Perkara Sengketa Harta Bersama
Perkara sengketa harta bersama ini diajukan oleh Halimah (nama
disamarkan), umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jember dan
dalam hal ini sebagai Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi/Terbanding.
Penggugat dalam perkara ini menggugat suaminya yang bernama Suparman
(nama disamarkan), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Jember dan dalam hal ini sebagai Tergugat
konpensi/Penggugat rekonpensi/Pembanding. Penggugat dalam perkara ini

diwakili oleh kuasanya Piter Samosir, SH., MA. Dan Martua Sihite, SH.

6 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari *ah dalam Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 222
64 Berkas Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2962/Pdt. G/2009/PA. Ir.
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Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Rambutan
Nomor 11-14 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2009.

Sedangkan Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya
Sugiono, SH., Gatot Iriyanto, SH., dan Murdiyanto, SH. Kesemuanya
Advokat/Pengacara yang berkantor di JI. Kaca Piring Perumahan Griya
Gebang Permai Blok C No. 7A Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2009.

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian
berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember
tertanggal 4 Mei 2009 dengan Nomor Putusan: 1346/Pdt. G/2009/PA. Jr dan
Akta Cerai No. 1652/AC/2009/PA. Jr, tertanggal 25 Mei 2009. Gugatan ini
diajukan ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 31 Juli 2009 dan
terdaftar dalam register perkara Nomor: 2962/Pdt. G/2009/PA. Jr.

Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara sah sejak tanggal
14 Maret 2005 dan akhirnya bercerai sejak 25 Mei 2009. Selama perkawinan
mereka telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang terlahir pada tanggal 7
Juni 2007 yang diberi nama Liana (nama disamarkan) yang saat ini berusia 2

tahun.
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2. Objek Sengketa dalam Perkara Sengketa Harta Bersama

Objek harta yang digugat oleh Penggugat dalam perkara sengketa

pembagian harta bersama ini adalah sebagai berikut:

a.

Sebidang tanah luas kurang lebih 10. 425 m2 (sepuluh ribu empat ratus
dua puluh lima meter persegi) Persil No: 260, Blok A 41, terletak di
Kabupaten Jember, taksiran harga jual lebih kurang Rp. 50.000.000,-(lima
puluh juta rupiah).

Sebidang tanah luas kurang lebih 714 m2 (tujuh ratus empat belas meter
persegi) Persil No: 74 D, Blok A 43, terletak di Kabupaten Jember,
taksiran harga jual lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
Sebidang tanah luas kurang lebih 700 m2 (tujuh ratus meter persegi)
Persil No: 94 D, Blok D III, Kohir No: 2015, terletak di Kabupaten
Jember, taksiran harga jual lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).

Sebidang tanah luas kurang lebih 504 m2 (lima ratus empat meter
persegi) Persil No: 239, Blok A 42, terletak di Kabupaten Jember,
taksiran harga jual lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Sebidang tanah, luas kurang lebih 1.130 m2 (seribu seratus tiga puluh
meter persegi) Persil No: 94 A, Blok D III, Kohir No: 859/953.7, terletak
di Kabupaten Jember, perkiraan harga jual lebih kurang Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah).
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f. Sebidang tanah, luas kurang lebih 2.660 m2 (dua ribu enam ratus enam
puluh meter persegi) Persil No: 236, Blok 57, SPPT: 53, terletak di
Kabupaten Jember, taksiran harga jual lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah).

g. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang
diserahkan oleh Jauhar (nama disamarkan) kepada Tergugat, untuk
pembayaran/pelunasan pinjaman kepada Penggugat.

h. Benda bergerak: 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2006,
tercatat atas nama Penggugat, Nopol DK 5354 X Nosin: JB 51 E 14
4234, Noka: MHIIB5126 K.44 90 44, No.BPKB: R/345.39/VII/06,
dengan perkiraan harga jual lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

Selain gugatan mengenai harta bersama tersebut diatas, Penggugat
juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemelihara dan
pendidik terhadap seorang anak yang bernama Liana (nama disamarkan).
Disamping tuntutan atas hak hadhanah tersebut, Penggugat juga mengajukan

_gugatan terhadap biaya pemeliharaan anak yang ada dalam pemeliharaan

Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai

anak tersebut dewasa dan mandiri.
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Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban
secara tertulis tertanggal 2 November 2009 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Dalam konpensi, Tergugat menolak seluruh dali-dalil gugatan
Penggugat terkecuali dalil-dalil yang memang Tergugat akui kebenarannya.

Terhadap obyek sengketa pada huruf a sampai e tersebut diatas
Tergugat mendalilkan yang intinya bahwa harta tersebut didapatkan
Tergugat jauh sebelum Tergugat menikahi Penggugat.

Terhadap objek sengketa pada huruf f diatas Tergugat membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa hal tersebut terlalu
direkayasa, oleh karena Penggugat sadar dan mengetahui dengan jelas bahwa
objek sengketa tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah
dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan
Tergugat.

Terhadap objek sengketa poin g diatas, Tergugat membantah dengan
mendalilkan bahwa harta tersebut telah diambil sendiri oleh Penggugat. Dan
untuk objek sengketa pada poin h diatas, obyek tersebut sudah tidak ada
ditangan Tergugat, oleh karena objek sengketa yang berupa sepeda motor
merk Honda Supra X tahun 2006 telah diambil lagi oleh Dealer karena

angsuran tersebut belum dapat dibayari.
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Mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dan biaya
hidup anak tersebut sampai dewasa, Tergugat membantah bahwa hal tersebut
sangat ironi apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak
hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena kenyataannya yang
mengasuh anak tersebut adalah neneknya sedangkan Penggugat sendiri
bekerja di Bali, apalagi meminta uang perawatan terhadap anak sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya Tergugat mengajukan Rekonpensi (gugat balik) sebagai
berikut: bahwa hal-hal yang tersebut dalam konpensi mohon dianggap
terulang dan terbaca kembali dalam gugatan rekonpensi. Selama perkawinan
Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi masih hidup rukun. Tergugat
rekonpensi/Penggugat konpensi pernah menerima uang dari teman Penggugat
konpensi yang berasal dari Thailand sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu
juta rupiah), selanjutnya mohon uang tersebut disebut sebagai objek
sengketa. Dan objek sengketa dalam gugatan rekonpensi ini secara hukum
harus dibagi sama rata, sedangkan uang tersebut kenyataannya dinikmati
sendiri oleh Tergugat rekonpensi.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik
tertulis tertanggal 16 November 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut: dalam konpensi, Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak

semua jawaban dan dalil-dalil Tergugat karena alasan tersebut tidak
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mendasar. Penggugat juga mendalilkan bahwa dengan bekerjanya Penggugat
di Bali justru membuktikan betapa besar tangg{mg jawab seorang Ibu kepada
anak, dimana yang seharusnya seorang bapak yang semestinya bekerja keluar
kota, akan tetapi karena implikasi dari kurangnya tanggung jawab seorang
bapak yang menyebabkan perceraian ini.

Dalam rekonpensi, apa yang Penggugat konpensi uraikan dalam
konpensi mohon dianggap terulang pada rekonpensi. Tergugat dalam
rekonpensi menolak seluruh dalil-dalii dari Penggugat rekonpensi,
selanjutnya uang yang disebut-sebut oleh Penggugat dalam rekonpensi
sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) telah dihabiskan
bersama antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi selama
perkawinan.

Atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik
secara tertulis tertanggal 23 November 2009 yang pada pokoknya tetap
kepada jawaban Tergugat semula.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya
mengajukan bukti-bukti tulis berupa:

a. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember

Nomor: 1652/AC/2009/PA. Jr tertanggal 25 Mei 2009.
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. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember
Nomor: 3509/AL/U/2007/RAL.698.0026502 tertanggal 25 Juli 2007.

. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor: 40/532/01/1/2007 tertanggal 8 Januari 2007.

. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor: 128/532/05/111/2005 tertanggal 15 Maret 2005.

. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Nomor: 16/532/04/VIL/2004 tertanggal 13 Juli 2004.

Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor: 120/532/04/V1/2004.

. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor: 450/532/05/IX/2006 tertanggal 25 September 2006.

. Fotokopi STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah
Bali, Nomor: DK 5354 XO tertanggal 22 Juli 2006.

Fotokopi salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Jember Nomor: 1346/Pdt. G/2009/PA. Jr tertanggal 4 Mei 2009.
Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Nomor: 540/532/04/X1/2006 tertanggal 17 November 2006.

. Fotokopi surat pernyataan Mr. X (pembeli objek sengketa sebidang tanah

2.660 m2).
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l. Fotokopi surat pernyataan Jauhar (terkait hutang piutang dengan para
pihak dalam objek sengketa uang tunai Rp.10.000.000,-).

Kesemua alat bukti tersebut diatas telah dinazegelen dengan materai
cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya semuanya sesuai.

Untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti
tulis berupa:

a. Fotokopi bukti angsuran ke 162, 163, 361 dan ke 364 untuk satu set
komputer pada PT. Bali Surya Makmur Denpasar oleh Tergugat
konpensi/Penggugat rekonpensi.

b. Fotokopi bukti pengiriman uang sejumlah Rp. 21.225.613,- dari Ramesh
Kumar (orang Thailand) kepada Penggugat konpensi/Tergugat
rekonpensi tanggal 7 November 2008 yang dikeluarkan oleh PT. Bank
Mandiri Cabang Spoke Legian Bali.

c. Fotokopi bukti penarikan sejumlah uang Rp. 18.000.000,- oleh Penggugat
konpensi/Tergugat rekonpensi tertanggal 28 Oktober 2008 yang
dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Spoke Legian Bali.

Kesemua alat bukti diatas telah dinazegelen dengan materai cukup
dan setelah dicocokkan dengan aslinya hasilnya sama.
Disamping alat bukti tulis tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan

bukti saksi sebagai berikut:



65

a. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kabupaten Jember, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang
pada pokoknya, saksi adalah teman Tergugat dan mengetahui Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri tetapi sekarang sudah resmi bercerai.
Saksi mengetahui bahwa Tergugat pada tahun 2004 pernah membeli
sebidang tanah kering dengan harga Rp. 4.000.000,- tetapi saksi tidak
mengetahui proses saat pembayaran jual beli. Setahu saksi diatas tanah
tersebut ada secbuah bangunan rumah yang ditempati oleh P, dan kata
Tergugat dibeli ketika belum menikah dengan Penggugat.

b. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa
saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangganya.
Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi
sudah resmi bercerai. Saksi mengetahui Tergugat pada tahun 2004 pernah
membeli tanah kepada saksi luas lebih kurang 1000 m2 seharga Rp.
4.000.000,- dibayar dua kali.

c. Saksi 3, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa saksi
mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tetapi sekarang

sudah bercerai. Saksi pernah membeli tanah kering kepada Tergugat
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dibidang jual beli barang antik dan manik-manik. Saksi mengetahui
Tergugat pada tahun 2007 pernah membeli sebidang tanah kepada
Penjual seharga Rp.15.000.000,- dan saksi pada tahun 2007 pernah
membeli sebuah sepeda motor merk Honda Tiger tahun 2005 dari

Tergugat dengan harga Rp.17.000.000,-

C. Putusan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam
Memutuskan Sengketa Harta Bersama dalam Perkara No. 2962/Pdt. G/2009/PA.
Jr

Untuk menilai apakah barang-barang yang menjadi objek sengketa
merupakan harta bersama atau bukan Majelis hakim Pengadilan Agama Jember
melihat pada ketentuan-ketentuan mengenai harta baik menurut peraturan
perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum yang relevan.

Dalam Pasal 35 ayat 1 UU No. | Tahun 1974 terdapat ketentuan bahwa
harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dan
dalam ayat 2 dalam pasal yang sama terdapat ketentuan, bahwa harta bawaan
masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing
sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi

Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan, antara lain:
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1. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan
adanya harta milik masing-masing.

2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga
harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.

4. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah, atau lainnya.

5. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam,
dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama
perkawinan, selain harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dari
hibah, hadiah, sadaqah, atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam rangka mengomentari ketentuan pasal 35 ayat

1 UU Nomor 1 Tahun 1974, M. Yahya Harahap, SH. (ahli hukum),

mengemukakan pendapat, bahwa ada empat ruang lingkup harta bersama. Yang

dimaksud dengan ruang lingkup tersebut adalah untuk menentukan apakah suatu
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harta termasuk harta bersama atau bukan. Keempat ruang lingkup tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta
bersama.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Dengan mengacu kepada pengertian harta bersama dan ruang lingkupnya
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di muka, maka majelis hakim
mempertimbangkan objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Tentang objek sengketa tanah kering seluas 10.425 m2, Penggugat telah
menghadirkan bukti tulis berupa akta jual beli, bukti tulis mana telah diﬁériksa
dan memenuhi syarat formil sebagai bukti sehingga alat bukti tersebut bisa
diterima. Sedangkan Tergugat untuk mendukung bantahan dalil gugatan
Penggugat, Tergugat menghadirkan satu orang saksi, sehingga dalil bantahan
Tergugat tersebut karena hanya didukung satu orang saksi maka berdasarkan
kaidah dalam hukum acara perdata bahwa saksi satu bukanlah saksi (unus testis
nullus testis ) menurut majelis hakim Tergugat tidak dapat menguatkan dalil
bantahannya. Berdasarkan akta otentik yang ada dan menunjukkan bahwa objek
sengketa harta bersama tersebut didapat selama perkawinan, maka oleh majelis

hakim dinyatakan sebagai harta bersama.
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Tentang objek sengketa tanah kering seluas 714 m2 (tujuh ratus empat
belas meter persegi) juga sama pembuktiannya seperti objek sengketa diatas,
yaitu Penggugat mampu membuktikan dengan bukti berupa akta otentik
sedangkan Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi. Schingga objek
sengketa tanah kering seluas 714 m2 tersebut dinyatakan sebagai harta bersama
meskipun berdasarkan alat bukti yang ada diketahui bahwa objek sengketa harta
bersama tersebut didapatkan satu hari setelah menikah.

Terhadap objek sengketa tanah kering seluas 700 m2 (tujuh ratus meter
persegi), untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti
tulis dan Tergugat mengajukan bukti seorang saksi. Setelah dilakukan
pembuktian, diperoleh fakta bahwa harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum
terikat perkawinan dengan Penggugat. Sehingga oleh majelis hakim dinyatakan
bukan merupakan harta bersama.

Terhadap objek sengketa tanah kering seluas 504 m2 (lima ratus empat
meter persegi), untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat
bukti tulis, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikannya dengan alat
bukti apapun. Setelah dilakukan pembuktian didapat fakta bahwa harta tersebut
didapat selama perkawinan sehingga dinyatakan sebagai harta bersama.

Mengenai objek sengketa tanah kering seluas 1.130 m2 (seribu seratus
tiga puluh meter persegi), Penggugat menghadirkan alat bukti tulis berupa Akta

jual beli tanah dan bukti tersebut memenuhi syarat formil. Sedangkan tergugat



71

hanya mengajukan bukti secorang saksi. Meskipun Tergugat tidak dapat
membuktikan dalil gugatannya karena hanya menghadirkan seorang Saksi,
namun berdasarkan bukti akta otentik yang ada, diperoleh fakta bahwa harta
tersebut diperoleh sebelum Tergugat terikat perkawinan dengan Penggugat.
Sehingga dinyatakan bukan termasuk harta bersama.

Mengenai objek sengketa tanah kering seluas 2.660 m2 (dua ribu enam
ratus enam puluh meter persegi), Tergugat dalam jawabannya menyatakan
bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat dan hasilnya telah habis dipakai
untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Dari jawaban Tergugat
tersebut majelis hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut diakui
keberadaannya oleh Tergugat. Bahwa oleh karena Tergugat mengakui
keberadaan tanah tersebut, sekalipun secara fisik barang tersebut saat ini tidak
ada karena diakui Tergugat telah dijual, maka menurut majelis hakim terhadap
objek sengketa tersebut harus tetap dinyatakan sebagai harta bersama.

Tentang seberapa besar hasil penjualan objek sengketa tersebut,
Penggugat hanya menghadirkan bukti surat pernyataan dari pembeli tanpa yang
bersangkutan dihadirkan dipersidangan untuk konfirmasi surat pemnyataan
dimaksud, oleh karena surat pernyataan tersebut sepihak tanpa konfirmasi dari
pembuat pernyataan karena tidak dihadirkan dalam sidang, sehingga bukti surat
pernyataan dari pembeli tersebut merupakan surat di bawah tangan, maka

majelis hakim menganggap bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti
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sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar menentukan putusan. Dan berdasarkan
pertimbangan tersebut majelis hakim mencukupkan bahwa yang patut untuk
dijadikan dasar tentang besarnya nilai hasil penjualan objek sengketa tersebut
adalah keterangan para pelaku jual beli itu sendiri yaitu saksi Abdullah dan
Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga oleh karena
secara fisik barang tersebut, berdasarkan pengakuan Tergugat saat ini sudah
tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat, maka Tergugat harus mengganti
nilainya yang besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap objek sengketa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah), untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan
surat pernyataan dari Peminjam, surat pernyataan mana sifatnya pernyataan
sepihak tanpa ada konfirmasi sehingga merupakan surat bawah tangan dan
majelis hakim menilai tidak dapat dijadikan bukti untuk menentukan sebuah
putusan. Dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan
Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Terhadap objek sengketa satu unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2006,
Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah
tidak ada ditangan Tergugat oleh karena dulu belinya secara kredit dan sekarang
sudah diambil kembali oleh Dealer sebab angsuran sepeda motor tersebut belum
dapat dibayari karena keadaan ekonomi Tergugat saat ini mengalami kesulitan.

Dan karena objek sengketa tersebut sudah tidak ada, lagi pula Penggugat dalam
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hal ini tidak menghadirkan bukti lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Penggugat
tidak mempunyai alasan hukum dan harus ditolak.

Disamping gugatan pokok tentang pembagian harta bersama tersebut,
Penggugat dalam gugatannya juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama Liana (nama disamarkan) yang masih berusia 2 tahun
dan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-tiap bulan. Majelis
hakim menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 105 huruf a
KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu anak yang
bernama Liana (nama disamarkan) sebagaimana dalam bukti Akta kelahiran baru
berumur lebih kurang 2 tahun maka permohonan Penggugat sebagai ibu dari
anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dapat
dikabulkan.

Dengan merujuk ketentuan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 jo
pasal 80 ayat 4 dan pasal 105 huruf ¢ KHI, maka Tergugat dapat dibebani untuk
menanggung nafkah anak yang bernama Liana sampai anak tersebut dewasa.

Dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti apa
pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam
mempertimbangkan besaran nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat adalah
didasarkan pada kelayakan dan kepantasan yaitu minimal sebesar Rp. 500.000,-

tiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
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Dalam rekonpensi, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
rekonpensi adalah bahwa kiriman uang sebesar Rp. 21.000.000,- yang diterima
oleh Tergugat rekonpensi dari teman Tergugat rekonpensi yang berasal dari
Thailand dijadikan harta bersama Penggugat konpensi dan Tergugat rekonpensi
dan harus dibagi dua secara adil. Dalam hal ini Tergugat rekonpensi memberikan
jawaban bahwa uang sejumlah Rp. 21.000.000,-tersebut telah habis untuk
kebutuhan rumah tangga secara bersama antara Penggugat rekonpensi dan
Tergugat rekonpensi sehingga tidak patut dijadikan objek sengketa. Dan
berdasarkan bukti tulis yang ada didapat fakta bahwa kejadiannya terjadi ketika
Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi masih belum bercerai atau
disinyalir masih rukun sebagai suami istri dan sudah menjadi kebiasaan dalam
rumah tangga antara suami istri saling berupaya untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga, tidak dipermasalahkan dari mana asal usul diperolehnya uang
tersebut, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan
Penggugat rekonpensi tidak terbukti dan harus ditolak.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa majelis hakim
Pengadilan Agama Jember dalam memutus sengketa harta bersama lebih
mendasarkan pada hukum materiilnya yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, serta
pada hukum pembuktiannya yaitu didasarkan pada alat-alat bukti yang ada.

Sehingga menghasilkan putusan sebagai berikut:

Dalam konpensi
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang atau uang yang menjadi objek
sengketa sebagai berikut: tanah seluas kurang lebih 10. 425 m2, dan 714 m2
yang sekarang dikuasai Penggugat, serta sebidang tanah seluas kurang lebih
504 m2 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, juga nilai penjualan tanah
yang berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 2. 660 m2 adalah harta
bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat untuk membagi menjadi dua bagian harta yang
dikuasainya, yang separohnya diberikan kepada Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta yang dikuasainya, yang
separohnya diberikan kepada Penggugat.

5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak
asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Liana, umur 2 tahun.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah
anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp. 500.000,-tiap bulan sampai anak
tersebut dewasa.

7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam rekonpensi: menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.
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D. Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.
G/2009/PA. Jr*

terhadap pertimbangan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama atas
seluruh objek sengketa majeis hakim tingkat banding sepakat dan dapat
menyetujui, karena setelah diteliti memang telah tepat dan tidak salah dalam
penerapan hukumnya. Kecuali terhadap objek sengketa tanah seluas 714 m2,
majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menyampaikan
pertimbangan sebagai berikut: terhadap gugatan Penggugat/Terbanding atas
harta objek sengketa tersebut majelis hakim tingkat pertama telah mengabulkan
gugatan Penggugat/Terbanding, dengan pertimbangan bahwa harta objek
sengketa tersebut  diperoleh  ketika  Penggugat/Terbanding  dengan
Tergugat/Pembanding berada dalam interval waktu perkawinan mereka,
sekalipun berdasarkan bukti tulis yang ada jarak antara perkawinan
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan saat perolehan
harta objek sengketa tersebut hanya berjarak 1 hari, untuk ini majelis hakim
Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan
pendapat pertama tersebut telah tepat (pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974),
karena terjadinya transaksi jual beli antara Tergugat/Pembanding dengan penjual

harta objek sengketa tersebut adalah satu hari setelah perkawinan.

65 Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 232/Pdt. G/2010/PTA. Sby.
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Namun demikian menurut akal sehat dirasa mustahil apabila pasangan
suami istri yang baru satu hari menjalani suatu kehidupan rumah tangga sudah
mampu mewujudkan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa
tersebut. Oleh karena itu kiranya akan lebih tepat dan sesuai dengan rasa
keadilan apabila dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa harta
tersebut  diperoleh  sebelum Tergugat/Pembanding  menikah dengan
Penggugat/Terbanding yang harus dibenarkan.%

Atas dasar pertimbangan dan kenyataan tersebut, maka gugatan
Penggugat/Terbanding terhadap harta objek sengketa tersebut harus ditolak dan
selanjutnya putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan
gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa tersebut harus
dibatalkan.

Mengenai gugatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak, majelis hakim
tingkat banding sama keputusannya dengan majelis hakim tingkat pertama yang
menjatuhkan hak asuh anak pada Penggugat/Terbanding. Sedangkan untuk
nafkah anak dinaikkan 10% tiap tahunnya karena fluktuasi ekonomi/moneter di
Negara kita pada saat ini belum stabil.

Dalam rekonpensi, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan

majelis hakim tingkat pertama.

% Drs. H. Soedarsosno, SH, MH, (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang
Menangani Perkara), Wawancara, Surabaya, 8 Juni 2011.



BABIV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PTA SURABAYA YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PA JEMBER MENGENAI STATUS
HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH SATU HARI SETELAH

PERKAWINAN

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt. G/2009/PA. Jr Mengenai Status Harta Bersama yang Diperoleh Satu
Hari Setelah Perkawinan

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan untuk
membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 31 Mei 2010 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah nomor: 2962/Pdt.
G/2009/PA. Jr yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan  gugatan  Penggugat/Terbanding untuk  sebagian,
menetapkan sebagai hukum, bahwa Harta objek sengketa yang meliputi barang
tidak bergerak dan/uang sebagaimana berikut yaitu: sebidang tanah (yang
sekarang dikuasai Penggugat/Terbanding) luas kurang lebih 10.425 m2, Persil

No: 260, Blok A 41, terletak di Kabupaten Jember, dan sebidang tanah (yang
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seckarang dikuasai Tergugat/Pembanding) luas kurang lebih 504 m2, Persil
Nomor: 239, Blok A 42, terletak di Kabupaten Jember, serta hasil penjualan
tanah, luas kurang lebih 2.660 m2, Persil Nomor: 236, Blok 57, SPPT: 53,
terletak di Kabupaten Jember sebesar Rp.20.000.000,- adalah sebagai harta
bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Jika dilihat pada putusan Pengadilan Agama Jember, maka akan terlihat
bahwa mengenai objek sengketa sebidang tanah yang sekarang dikuasai
Penggugat/Terbanding yang terletak di Kabupaten Jember , Persil Nomor: 74 D,
Blok A 43, seluas kurang lebih 714 m2 telah dibatalkan menjadi harta bersama
oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Objek sengketa berupa tanah seluas 714 m2 tersebut, oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Jember dinyatakan sebagai harta bersama karena terbukti
diperoleh selama perkawinan berlangsung, walaupun dalam hal ini diperoleh satu
hari setelah perkawinan.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pembatalan
objek sengketa berupa tanah seluas 714 m2 tersebut sebagai harta bersama
adalah dikarenakan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Walaupun berdasarkan
fakta-fakta yang didapat di Pengadilan Agama Jember melalui alat bukti akta
otentik yang ada, yaitu fotokopi Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah Nomor: 128/532/05/111/2005 tertanggal 15 Maret 2005,

yang mana bukti tulis tersebut setelah dihubungkan dengan bukti otentik lainnya
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yaitu fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember
Nomor: 1652/AC/2009/PA. Jr tertanggal 25 Mei 2009 dan fotokopi salinan
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1346/Pdt.
G/2009/PA. Ir tertanggal 4 Mei 2009 objek sengketa tersebut di dapat dalam
interval waktu satu hari setelah perkawinan.

Dalam hal ini Tergugat juga hanya mengajukan seorang saksi untuk
membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga makin kuatlah bahwa harta
tersebut merupakan kategori harta bersama, karena bukti akta otentik merupakan
bukti yang sempurna sedangkan kekuatan pembuktian seorang saksi tidak
bemilai apa-apa, berdasarkan kaidah dalam hukum acara perdata yaitu “satu
saksi bukanlah saksi”.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan
objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, mempunyai pertimbangan sendiri
yaitu: menurut akal sehat dirasa mustahil apabila pasangan suami istri yang baru
satu hari menjalani suatu kehidupan rumah tangga sudah mampu mewujudkan
kekayaan yang dimaksud tersebut. Oleh karena itu kiranya akan lebih tepat dan
lebih sesuai dengan rasa keadilan apabila dalil Tergugat/Pembanding yang
menyatakan bahwa harta objek sengketa tersebut diperoleh sebelum
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menikah.

Disamping itu turut menjadi bahan pertimbangan adalah, karena sudah

terbiasa dalam dunia bisnis bahwa penyelesaian formal atas suatu transaksi jual
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beli itu tidak dapat tepat pada waktunya, karena tidak hanya berkaitan antara
penjual dan pembeli saja, tetapi ada banyak pihak yang turut terlibat
didalamnya. Sechingga dalam kondisi tertentu hakim bisa mengabaikan asas
formal dan harus diutamakan keadilan.®’

Sebenarnya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedang
terhadap harta bawaan masing-masing, suami atau istri berhak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya.%®

Jadi, adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama
tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat
berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban.*

Hal tersebut diatas dirumuskan dalam pasal 35-37 UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan pasal 85-97 Bab III Kompilasi Hukum Islam.”

7 Drs. H. Soedarsono, SH, MH, (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang

Menangani Perkara), Wawancara, Surabaya 8 Juni 2011.

%8 Bahder Johan Nasution & Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan
Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sodagoh, (Bandung: CV. Mandar
Maju, Cet. 1, 1997), 33

% Slamet Abidin & Aminuddin, Figih Munakahat 1 untuk Fakultas Syari’ah Komponen
MKDK, (Jakarta: Pustaka Setia, Cet. 1, 1999), 183

" Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press,
1996), 121
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Dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa, “harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama’.”'Dan dalam pasal 88 Kompilasi
Hukum Islam disebutkan bahwa, “apabila terjadi perselisihan antara svami istri
tentang harta bersama, maka penyeclesaian perselisihan itu diajukan kepada
Pengadilan Agama”"*

Dalam hal kasus sengketa harta bersama seperti dipaparkan diatas, maka
pihak yang mengajukan dalil gugatannya yaitu Penggugat berkewajiban
membuktikannya.  Sedangkan  Tergugat  berkewajiban = membuktikan
bantahannya. Penggugat dalam hal ini mengajukan alat bukti tulis dan
merupakan bukti akta otentik, sedangkan Tergugat hanya mengajukan seorang
saksi.

Dalam pasal 165 HIR dijelaskan bahwa akta otentik itu merupakan bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang
mendapat hak daripadanya.” Ini berarti bahwa akta otentik itu merupakan bukti
yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan ketidakbenarannya oleh
pihak yang membantah.

Selanjutnya dalam pasal 169 HIR Disebutkan " keterangan dari seorang

saksi saja, dengan tidak ada alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat

" Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.
8, 1989), 236.

™ Suparman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama,Cet. 1, 2001), 242

 Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannya, (Bogor: Politeia, 1995), 122
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dipercaya”.’ Ini berarti jika suatu dalil di bantah dimuka Hakim, sedangkan
pihak yang mengemukakan dalil itu hanya dapat mengajukan seorang saksi tanpa
bukti lainnya, maka hakim tidak boleh menganggap dalil tadi terbukti, hal ini
berdasarkan asas dalam hukum perdata yang berbunyi “unus testis nullus testis’
yang artinya keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain tidak boleh
dipercaya.”

Berdasarkan alat bukti akta otentik yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, didapat fakta bahwa objek sengketa harta bersama tersebut didapat
dalam interval waktu satu hari setelah perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat. Sehingga berdasarkan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tadi, maka harta
objek sengketa tersebut sudah merupakan kategori harta bersama.

Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan
Penulis sependapat jika harta objek sengketa tersebut bukanlah harta bersama
karena Berdasarkan asas keadilan. Yaitu dirasa mustahil jika dalam waktu sehari
setelah perkawinan, kedua pasangan sudah mampu membentuk harta bersama
sebanyak itu. Dan menurut pendapat penulis dalam penyelesaian administrasi
atas suatu transaksi berupa jual beli tanah itu tidak mungkin bisa langsung
secepatnya, karena untuk pembalikan nama kepemilikan tanah saja itu bisa
berlangsung lama. Jadi akad jual belinya bisa saja terjadi sebelum perkawinan

tersebut dilangsungkan, namun selesainya proses pembalikan nama atas tanah

™ Ibid,, 123
S Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita: Cet. 9, 1991), 43
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terscbut dan hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat pemindahan akta
kepemilikan tanah tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu yang cepat.

Tentunya demi mengedepankan rasa keadilan daripada kepastian hukum
ini bukannya mengabaikan peraturan yang ada. Tetapi jika kembali pada pasal 28
ayat 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman disitu dijelaskan bahwa “hakim wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”."®

Pencantuman kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa’ dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi
bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum,
kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha
Esa.”

Ini berarti dalam mengambil keputusan majelis hakim menggunakan

metode penafsiran sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-

undangan dengan menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum.”

76 Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,
(Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 2, 2005), 7

7 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 293

™ Ibid, 280
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B. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt. G/2009/PA. Jr Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 232/Pdt.
G/2010/PTA.Sby. Mengenai Statps Harta Bersama yang Diperoleh Satu Hari
Setelah Perkawinan

Hukum materiil yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang
sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam.”

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan
Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara
Tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara
No. 3019.%

Adapun dasar pertimbangan pemerintah Republik Indonesia dan DPR
Untuk mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan jalah, bahwa sesuai dengan
falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional, perlu adanya
Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua Warganegara
Indonesia.?'

Sebenarnya sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi peradilan

Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan

” Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2008), 446

% Kansil, Pengantar llmu Hukum, 222

8 id, 223
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materiil
di bidang perkawinan. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya
baru merupakan pokék-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-
ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam.®

Dengan lahirnya KHI telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di
bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai
hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari
keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh
para hakim di seluruh Nusantara.®

KHI Merupakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun Tahun 1991, tangggal
10 Juni 1991. Sedangkan pernyataan berlakunya dalam bentuk Keputusan
Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991. Dengan demikian,
sejak tanggal 22 Juli 1991 Kitab Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai
hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh Instansi Pemerintah dan
masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang
berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.®
Dalam UU No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara

singkat dan umum dalam dalam Bab VII. Hanya terdiri dari 3 pasal. Yaitu pasal

35-37. Berdasarkan ketentuan pasal 35 tersebut maka harta benda yang diperoleh

82 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam, 30
8 Ipid, 31
¥ Ibid,, 37
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selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan menurut pasal 37, bahwa jika

perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing. Nampaknya undang-undang ini menyerahkan pelaksanaan

penerapannya berdasar ketentuan hukum adat dan hukum Agama.

Dalam KHI, masalah harta bersama diatur dalam pasal 85-97 dan secara

singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

I.

Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing

a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh
suami atau istri.

b. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya
dari harta pribadi.

Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan

a. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.

b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.

c. Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa tedaftar.

Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau

memindahkan

Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama

Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara

suami dengan masing-masing istri

Apabila perkawinan pecah (mati, cerai)
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a. Harta bersama dibagi dua.
b. Masing-masing mendapat setengah bagian.
c. Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.
7. Sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai.
Suami istri dapat meminta sita marital kepada PA apabila salah satu pihak
boros atau penjudi.®

Kasus sengketa objek harta bersama yang diperoleh satu hari setelah
perkawinan tersebut, seperti dijelaskan dimuka oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Jember dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh satu hari
setelah perkawinan dengan dasar hukum pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974,
dan berdasarkan keberhasilan Penggugat dalam sistem pembuktiannya yang
mana didapat fakta yang menunjukkan bahwa harta tersebut didapat satu hari
setelah perkawinan. Majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus
perkara tersebut lebih mendasarkan pada kepastian hukumnya.

Sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember mengenai status harta bersama
yang diperoleh satu hari setelah perkawinan tersebut berdasarkan rasa keadilan.
Walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan yang ada di dalam ketentuan UU No.

1 Tahun 1974 yakni, dalam pasal 35 ayat 1.

% Mahfud et al, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Isiam dalam Tata Hukum
Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 89
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Namun hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah, bahwa
dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim peradilan Agama harus
menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum
dan keadilan.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 UU No. 4
Tahun 2004 Jo. pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.®’

 Pada pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. pasal 2 ayat 1 UU No. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, “Peradilan dilakukan
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. ®®Hal yang sama juga
disebut dalam pasal 57 ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
Dan pada pasal 57 ayat 2 disebutkan” tiap penmetapan dan putusan dimulai
dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEM]I
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” %

Putusan itu dituntut svatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan
konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya.

Jadi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau

% Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, 291
8;' Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
8! .
Ibid .
8 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
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peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat
sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya.*°

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan
perundang-undangan Negara dan hukum syara’. Peraturan perundang-undangan
Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya UU No. 14 Tahun 1970
didahulukan dari UU No. 1 Tahun 1974.%! Ini berarti bahwa dalam menjadikan
UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dalam memutus perkara sengketa
harta bersama tersebut, tetap harus melihat pada aturan yang ada didalam
peraturan Perundangan lain yang dipandang sebagai induknya.

Jadi kalau dalam suatu kasus konkret yang terjadi ketidakselarasan antara
kepastian hukum dan keadilan maka yang diutamakan adalah keadilan, hal ini
berdasarkan pemikiran yang dikemukakan beberapa pakar bahwa keadilan adalah
nilai yang paling luhur dari hukum. Selain itu dalam pandangan para pembentuk
undang-undang dan yang terutama adalah bahwa dalam semua peradilan di
Indonesia, mencantumkan secara tegas bahwa peradilan dilakukan, “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esd’, bukan demi kepastian

hukum, atau demi kemanfaatan dan lain-lain.*?

%0 Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. 2, 1996), 79

%! Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007), 207

%2 Muhammad Alim, “Sekilas Tentang Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, Varia
Peradilan, Nomor 305 (April, 2011), 5-6
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Lagipula dalam kasus sengketa harta bersama yang diperoleh satu hari
setelah perkawinan ini, jika dipandang dari segi logis atau tidaknya maka sudah
barang tentu bisa diketahui bahwa walaupun dalam bukti akta otentik diperoleh
fakta harta berupa sebidang tanah seluas 714 m2 tersebut didapat satu hari
setelah perkawinan. Tapi bukankah hal itu bisa dilihat bahwa dalam dunia bisnis
untuk penyelesaian suatu transaksi jual beli tanah akadnya bisa hari ini
sedangkan penyelesaian pembuatan aktanya bisa berlangsung lama. Dan dalam
hal ini tanah tersebut dibeli dengan uang Tergugat yang merupakan harta asal
atau harta bawaannya.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan objek sengketa harta bersama yang
diperoleh satu hari setelah perkawinan pada putusan No. 2962/Pdt. G/2009/PTA.
Sby. Karena berdasarkan rasa keadilan, tidak mungkin dalam waktu satu hari
setelah menikah pasangan suami istri sudah mampu menghasilkan harta
kekayaan berupa tanah seharga Rp. 15.000.000,- lagipula dalam hal ini Tergugat

juga membantahnya walaupun hanya dengan seorang saksi.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan atau dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember No.
2962/Pdt. G/2009/PA.Jr mengenai objek sengketa harta bersama yang
diperoleh satu hari setelah perkawinan, yang berupa sebidang tanah seluas 714
m2 adalah berlandasan dari rasa keadilan. Sehingga sikap hakim Pengadilan
Tingi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan tersebut mengenai objek
sengketa harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan tidak
terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih pada
hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Tinjavan yuridis secara umum yaitu, bahwa harta bersama terwujud sejak
tanggal perkawinan dilangsungkan , dan sejak itu dengan sendirinya terbentuk
harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari juga tampa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun prakteknya di
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 232/Pdt. G/2010/PTA.

Sby, majelis hakim telah membatalkan objek sengketa harta bersama yang

92
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diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, walaupun harta sengketa tersebut
di dapat dalam interval waktu satu hari setelah perkawinan. Praktek tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Namun
berdasarkan analisis yuridis yaitu pasal 5 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 UU No. 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni rasa keadilan yang harus

dimenangkan.

B. Saran

1. Kepada semua hakim Peradilan Agama diharapkan dalam memutuskan suatu
perkara agar lebih mengutamakan keadilan walaupun terjadi ketidak
selarasan antara kasus yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan
dan diharuskan lebih seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang
serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar
putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

2. Kepada semua hakim Peradilan Agama diharapkan dalam memutus perkara
tidak hanya berpegang kepada kebenaran formil saja tetapi tetap memandang

kepada kebenaran materiil juga.
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